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Dan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 
Menurul persepsi aktivis mahasiswa, defimsi atau pengenian korupsi dapat 
dipahami dari tiga pendekatan Penal11a, pendekatan hukum. Pendekatan ini 
mCl11l<lkuskan pada unsur pelanggaran hukul11nya, sena akibat yang 
ditimbulkan berupa kerugian pada keuangan negara. Negara dl sini adalah 
negara yang punya fungsi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat 
Kedua, pendekatan birokrasi. Menurut pendekatan ini, korupsi bisa dicermati 
dari tiga hal yang berhubungan dengan birokrasi. Ketiga hal itu adalah kinerja 
blrokrasi yang rusak, keterlibatan aparat (oknum) birokrasi, dan 
penyalahgunaan alas wewenang yang dimihki. Ketiga. pendekatan ekonol11i. 
Pendekatan ini menekankan bahwa motif ekonomi dalam rangka memenuhl 
kebutuban ekonomi menjadi pendorong orang melakukan korupsi. Dengan 
demikian korupsi dari pendekatan hukum dinyatakan sebagai soatu tindakan 
yang melanggar hukum dilakukan oleh oknum dan mengakibatkan kerugian 
terhadap keuangan negllra. Menurut pendekatan birokrasi, korupsi adalah 
penyalahgunaan wcwenang terhadap jabalan daJam suatu struktur birokrasi 
yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dengan memantaatkan kinerja 
birokrasi yang rusak. Sedangkan dari pendekatan ekonomi dapat dinyatakan 
babwa korupsi adalah perbuatan sescorang yang didorong oleh motjf~motif 
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ekonom! umuk kepentingan pribadi (memperkaya din ~endiriF sementara 
pihak lain mcngalami keruglan seeara ekonomis. 
2. 	 Korupsi era Orde Baru tumbuh dan berlangsung karena tiga alasan utama. 
Pertama, dominasi dan intervensi militer. Sejak menjadi penguasa rezim Orde 
Baru, Soeharto mengendalikan kekuasaannya dengan cara memasukkan para 
jenderaJ dan melibatkan kekuatan mililer ke dalam jaringan pemerintahan 
maupun badan-badan ekonomi (miJik negara). Jaringan kerJanya dibentuk 
daJam bingkai patronase gerta memanfaatkan model kekuasaan yang bersifat 
otoritarian dan sentralistik. Kedua, kapitalisasi dalam pembangunan nasiona1. 
Kebijaksanaan pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 
mengakibatkan akumulasi kapital secara besar-besaran di Indonesia dari para 
investor (khususnya investor luar negeri). Untuk mendapatkan keuntungan 
dari proses penanaman modal itu, penl,'1lsaha cenderung herkoalisi dengan 
pengusaha dan penguasa lokal yang dianggap punya koneksi politik Adanya 
ali ansi pengusaha dan negara lalu menimbulkan penyllnpangan­
penyimpangan kebijakan ekonomi, pengusaha akan mendapatkan berbagai 
fasi1itas dari pemerintah dan rakyat yang sering dikenai tanggungan behannya. 
Pendeknya, korupsi makin terbuka peluangnya di tengah ,istem ekonomi yang 
saJah (kapitalisme Indonesia). Ketiga, prosedur birokrasi yang diskriminatif. 
Korupsi dapat dite1usuri dari faldor struktural terutama implementasi hirokrasi 
pemerintahan, Te.jadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para birokrat-birokrat 
yang punya jabatan strategis dan hampir meluas sampai birokrat level bawah. 
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Pola yang digunakan untuk korupsi banyak dilandasi alasan pclayanan publik, 
tidak lag; berdasar pada ctika (norma) tugas yang mereka emban Ada 
semacalll penjualan jabatan untuk kepcrluan bikrokra;;i. Tcrutallla kegiatan­
kegiatan yang berhubungan dengan perijinan, pemilikan aset negara, 
pengadaan proyek, tender, perdagangan, dan pembayaran pajak. Lebih-lebih 
terkait dengan departcmen atau lembaga yang nilai anggaran kerjanya cukup 
besar Dcmikian pula lllenyangkut proses pcngambilan keputusan (kebijakan 
publik), korupsi juga melanda para wakil rakyaL Mereka diindikasikan tcrlibat 
kerja sarna dengan eksekutif dalam meloloskan suatu kebijakan. Ini 
dipengaruhi sentralisasi kekuasaan yang dilakukan eksekutif dan memberi 
kedudukan yang kual bagi birokrasi, Di sisi lain, korupsi di birokrasi didorong 
oleh gaji atau penghasilan yang relatif keeil dan dengan kOrupSI mereka 
berupaya memperkaya din. 
3, 	 Hambatan-hambatan dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi 
hisa dilihat dari masaJah SDM dan sistem (hukum). Masalah SDM (pejabat) 
dapat d~jabarkan pada lemahnya komitmen pejabat negara untuk menc.iptakan 
aparalur negara yang berwibawa dan bersih dan unsur KKN, kesulitan mereka 
untuk memisahkan hana pribadi dan harta negara, Ini menyangkut prioritas 
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, yang banyak direduksi hanya 
menjadi kepentingan individu (pejabat\. Berikutnya, problem transpamnsi 
kekayaan pejabat Taktikal upaya transparansi 1m menyangkut 
penggelemhungan dan pengalihan kekayaan yang dimiliki, Hanbatan dari 
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aspek sistem (hukum) berkaitan dengan intervensi eksekutif, Icmahnya 
pengawasan, rumitnva pembuktian kasus korupsi, dan hukuman tcrhadap 
koruptor. Intervensi eksekutif ditandai dengan depolitisasi hampir semua 
aspck kehidupan bennasyarakat, bcrbangsa dan bernegara, serta sentralisasi 
Jcmbaga eksekutif untuk mengendalikan roda pemerintahan. Model kekuasaan 
yang terpusat akan menutup kemungkinan adanya kontrol dari luar apalagi 
dari dalam hirokrasi itu sendiri. Ini bisa dicermati dari hubungan kcrja yang 
personal, loyalitas yang tinggi terhadap atasan. Akibatnya, upaya jalur hukum 
()'uridis tormal) sering menemui ganjalan dcngan alasan bukti belum cukup 
dan kuat. Terakhir, untuk menghukum koruptor juga mcrupakan kendala. Di 
sini, tidak ada kcsamaan yang je1as dalam melaksanakan eksekusi karena 
beragam pcrtimbangan baik kemanusiaan (psikoJogis) maupun jasa (dedikasi) 
yang telah disumbangkan. 
4. 	 Solusi untuk mengatasi korupsi didasari dua aspek Pertama, aspek sistem 
(secara struktural). Aspek ini meliputi mekanisme hukum yang tegas dan 
transparan, pcnguatan fungsi kontroJ, otonomi Jembaga, relormasi konstitusi 
(UUD 1945), dan kenaikan gaji. Mekanisme hukum tersebut menrN~luk pada 
supremasi hukum, bahwa Indonesia betul-betul sebagai negara hukum. Ada 
pembcrdayaan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), atumn-aturan 
hukum yang tegas, perangkat dan proses hukum yang memperkuat 
kev.1bawaan hukum, serta iak seorang pun kebal hukum. Upaya pelurusan dan 
penguatan hukum bisa dimulai dari reformasi konstitusi untuk menata ulang 
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paradigma hukum tata negara berhubungan dengan kekuasaan dan hukum 
,ceara jelas datam kontcks hidup bcrnegara< Dengan demikian diharapkan 
kontrol akan makin mcnguat dan proses kemandirian lcmbaga-lembaga 
negara selain presiden dan Icmbaga di luar negara akan semakin C{;pal dan 
tidak patuh secara mutlak kepada presiden< Sementara kenaikan gaji 
dimaksudkan untuk menunjang profesionalitas dalam rangka melayani 
masyarakat Secara tidak langsung dapat meredam keinginan untuk mencari 
penghasilan ilegal di luar gajt resmi yang mereka teoma< Kedua, peran 
masyarakat Masyarakat diharapkan clapa! berpartisipasi daJam menciptakan 
suasana kehidupan yang lebill demokratis< T erutama peran dan pers (media 
massa) umuk l11enyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai sarana 
penyeimbang (kontrol) terhadap kincrja pemelintah secara keseluruhan. 
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi  PEMIKIRAN MAHASISWA TENTANG KORUPSI ERA ORDE BARU  
STUDI DESKRIPTIF PEMIKIRAN PARA AKTIVAS MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 
WAHYU ARDHI 
